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TENTANG

PENANGANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN/ATAU TENAGA BANTU (NABAN)

YANG TERPAPAR COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DIY

Dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) di lingkungan kantor Pemerintah Daerah DIY, maka perlu pengarahan terkait dengan

penanganan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Tenaga Bantu (Naban) yang terpapar COVID-

19, sebagai berikut:

A. Dasar

1.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Bantu sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa

Yogyakarta Dalam Tatanan Normal Baru.



6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 286KEP/2020 tentang
Penetapan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan
Normal Baru sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 tahun 2020.

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
69 tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan COVID-19 Sebagai Pusat

Krisis (Crisis Center) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah

B. Definisi Operasional
1. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Tenaga Bantu yang terpapar COVID-19 adalah:
a. PNS dan/atau Naban dengan hasil Rapid Diagnostic Test (RDT) reaktif.
b. PNS dan/atau Naban dengan hasil pemeriksaan swab (RT-PCR) positif.
c. PNS dan/atau Naban dengan status kontak erat kasus konfirmasi COVID-19, termasuk
kasus konfirmasi di luar lingkungan Perangkat Daerah.
2. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau
konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam
radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman,
berpegangan tangan, dan lain-lain).
c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi
tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal
yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
3. Unit Penerima Laporan (UPL) adalah Tim khusus pada Gugus Tugas Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Daerah DIY yang diberi tugas dan
kewenangan untuk penanganan PNS dan/atau Naban yang terpapar COVID-19 di

lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

C. PROSEDUR PENANGANAN
1. Pelaporan

a. PNS dan/atau Naban dengan hasil Rapid Diagnostic Test (RDT) reaktif segera
melaporkan statusnya kepada Kepala Perangkat Daerah dan wajib melakukan
karantina mandiri.

b. PNS dan/atau Naban yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes
swab/Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), baik yang dilakukan secara mandiri
maupun oleh rumah sakit yang merawat, segera melaporkan hasilnya kepada Kepala
Perangkat Daerah.

c. PNS dan/atau Naban dengan status kontak erat dari kasus konfirmasi COVID-19 yang
berasal dari luar lingkungan perangkat daerah wajib melapor kepada Kepala Perangkat

Daerah.



d. PNS dan/atau Naban di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) melapor kepada Kepala Sekolah dan diteruskan kepada
Kepala Balai Pendidikan Menengah wilayah masing-masing dan Kepala Balai
Pendidikan Menengah melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga DIY.

e. PNS dan/atau Naban di lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) melapor kepada Kepala
Sekolah dan diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

f. Kepala Perangkat Daerah melaporkan PNS dan/atau Naban dengan hasil RDT reaktif
atau yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau yang berstatus kontak erat kasus
konfirmasi COVID-19 kepada UPL.

g. Jika PNS dan/atau Naban memiliki hasil RDT reaktif dan berstatus sebagai kontak erat
kasus konfirmasi COVID-19, maka penanganan dilakukan sesuai penanganan pada
kasus kontak erat.

h. Jika PNS dan/atau Naban memiliki hasil RDT reaktif dan berstatus sebagai kontak erat,
dalam perkembangannya menjadi kasus konfirmasi COVID-19, maka penanganan
disesuaikan dengan kasus konfirmasi COVID-19.

Penerimaan Laporan
a. Tindak Lanjut oleh Unit Penerima Laporan (UPL)

1) Berdasarkan laporan dari perangkat daerah, UPL segera melakukan koordinasi
dengan Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 perangkat daerah dan Gugus Tugas
wilayah domisili PNS dan/atau Naban dalam hal:

a) pelacakan kontak/contact tracing di lingkungan kantor dan lingkungan tempat
tinggal/domisili;

b) tindak lanjut penanganan (isolasi mandiri, isolasi di tempat khusus (shelter),
atau perawatan di rumah sakit);

c) sterilisasi lingkungan kantor perangkat daerah dan tempat tinggal.

2) UPL melakukan pendataan keberadaan dan status penanganan PNS dan/atau
Naban terkonfirmasi COVID-19 di wilayah tempat tinggal/domisili.

3) UPL memutuskan mekanisme bekerja dari rumah/work from home (WFH) bagi
sebagian atau seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah yang terdapat
PNS dan/atau Naban terkonfirmasi positif COVID-19.

4) UPL pada Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Pemerintah Daerah DIY memutuskan penutupan sementara operasional/
pelayanan pada perangkat daerah yang terdapat PNS dan/atau Naban
terkonfirmasi positif COVID-19.

b. Tindak Lanjut oleh Perangkat Daerah

1) Perangkat Daerah memantau pelaksanaan karantina mandiri yang dilakukan oleh
PNS dan/atau Naban dengan hasil RDT reaktif.

2) Melakukan sterilisasi di lingkungan kerja perangkat daerah dengan penyemprotan
disinfektan, dapat berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

3) Melaksanakan mekanisme bekerja dari rumah/work from home (WFH) sesuai
petunjuk dari UPL.



9)

Memantau perkembangan PNS dan/atau Naban selama karantina mandiri pasca
keluarnya hasil RDT reaktif.

Melaporkan hasil pendataan dan pemantauan lanjut PNS dan/atau Naban kepada
UPL.

Karantina/ Isolasi

Terdapat 3 (tiga) jenis penanganan yang dapat dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil

dan/atau Tenaga Bantu dengan hasil RDT reaktif atau terkonfirmasi positif COVID-19,

yaitu karantina/isolasi mandiri di rumah, isolasi di tempat isolasi khusus (shelter), dan

isolasi/perawatan di rumah sakit.

a. Karantinal/lsolasi Mandiri

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

PNS dan/atau Naban yang melakukan RDT dengan hasil reaktif wajib melakukan
karantina mandiri sesuai protokol kesehatan sampai menunggu hasil pemeriksaan
swab (RT-PCR).

PNS dan/atau Naban yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala
(asimptomatik) atau sakit ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah atau di
tempat isolasi khusus (shelter) yang disediakan.

PNS dan/atau Naban yang berstatus sebagai kontak erat kasus terkonfirmasi
positif COVID-19 wajib melakukan karantina mandiri.

Sebelum ada surat keterangan dari Fasilitas Layanan Kesehatan, PNS dan/atau
Naban yang berstatus kontak erat diperintahkan untuk bekerja dari rumah/work
from home (WFH) selama 3 (tiga) hari kalender.

PNS dan/atau Naban yang melakukan karantina/isolasi mandiri di rumah wajib
melaporkan statusnya kepada petugas kesehatan dan ketua RT/RW di wilayah
pemantauan.

Selama masa karantina/isolasi mandiri, PNS dan/atau Naban wajib membatasi diri
untuk tidak melakukan kontak langsung dengan anggota keluarga dan warga
masyarakat.

PNS dan/atau Naban yang melaksanakan karantina/isolasi mandiri di rumah
melaporkan perkembangan kesehatan selama karantina/isolasi mandiri kepada
Kepala Perangkat Daerah dan petugas kesehatan di wilayah pemantauan.

PNS dan/atau Naban dengan hasil RDT reaktif wajib melakukan karantina mandiri
sampai hasil swab (RT-PCR) keluar. Jika hasil RT-PCR terkonfirmasi positif
COVID-19, maka PNS dan/atau Naban yang bersangkutan wajib melakukan
isolasi sesuai dengan ketentuan.

PNS dan/atau Naban yang terkonfirmasi positf COVID-19 tanpa gejala
(asymptomatik) wajib melakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan.

PNS dan/atau Naban yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan
wajib melakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan.

Masa isolasi mandiri selesai apabila PNS dan/atau Naban terkonfirmasi positif
COVID-19 sudah dinyatakan sembuh sesuai protokol kesehatan.

b. Isolasi di Shelter
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Pelaksanaan isolasi di shelter berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a
mengenai Isolasi Mandiri.

c. Perawatan di Rumah Sakit
1) PNS dan/atau Naban yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang
dan berat melakukan isolasi dan perawatan di rumah sakit.
2) Penanganan di Rumah Sakit mengikuti protokoler dan prosedur dari Rumah Sakit.
3) Hasil perawatan di rumah sakit dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab
Pelayanan (DPJP) di Rumah Sakit.
Pasca Penanganan
a. UPL melakukan evaluasi berdasarkan surat pernyataan dari dokter di wilayah
pemantauan atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di rumah sakit.
b. UPL melaporkan hasil penanganan kepada Perangkat Daerah bahwa pasien (PNS
dan/atau Naban) sudah dinyatakan sembuh.
c. PNS dan/atau Naban segera melapor kepada Kepala Perangkat Daerah bahwa sudah
dinyatakan sembuh.

Pengelolaan Shelter

a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan tempat isolasi
khusus (shelter).

b. Kebutuhan penyelenggaraan shelter disediakan oleh Gugus Tugas Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Daerah DIY.

Status Kepegawaian

a. PNS dan/atau Naban yang melakukan karantina mandiri di rumah dan/atau di
shelter diberikan SPT bekerja dari rumah/shelter oleh Kepala Perangkat Daerah.

b. PNS dan/atau Naban yang terkonfirmasi COVID-19 diberikan cuti sakit.

Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR




